WALI KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu membentuk
Rancangan  Peraturan  Wali Kota tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);




10,

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693),




12.

13.

14.

13.

16.

L7,

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomori425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450j;




Menetapkan :

20. Peraturan Daerah
Tahun 2009

Kota
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Medan Nomor 7

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Medan Nomor 4);

21. Peraturan
Tahun 2016

Daerah  Kota

Medan Nomor 15

tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan

Tahun 2016 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor S5 Tahun
2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Medan

Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

ANGGARAN

Pasal 1

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018, terdiri atas:
a. pendapatan

i
2.
=

pendapatan asli daerah-LRA
pendapatan transfer-LRA
lain-lain pendapatan daerah yang
sah-LRA

b. belanja

L.

belanja operasi

a) belanja pegawai

b) belanja barang jasa
c) belanja bunga Rp
d) belanja hibah Rp
e) belanja bantuan sosial Rp

Rp 1.636.204.514.683,53
Rp 2.617.414.243.849,00

Rp - :
Rp 4.253.618.758.532,53

Rp 1.694.592.398.172,00
Rp 1.717.381.657.249,68

0,00

43.007.039.884,00

132.000.000,00

Rp 3.455.113.095.305,68

belanja modal

a) belanja modal tanah

b) belanja modal peralatan
dan mesin

c) belanja modal gedung
dan bangunan

d) belanja modal jalan,
irigasi, dan jaring.

e) belanja modal aset
tetap lainnya Rp

Rp 53.238.817.927,00
Rp 173,688 532.132,38
Rp 106.842.921.753,46
Rp 411.121.088.418,23

9.160.525.979,00

Rp 753.996.886.210,07




3. belanja tak terduga
a) belanja tak terduga Rp 4.370.528.210,49,00
Rp 4.370.528.210,49,00

c. transfer
1. transfer
a) transfer bantuan

keuangan Rp 1.522.843.400,00
Rp 1.522.843.400,00
surplus/deficit Rp 38.615.405.406,29

d. pembiayaan
1. pembiayaan
a) penerimaan pembiayaan Rp 43.701.504.535,76
b} pengeluaran pembiayaan Rp 15.000.000.000,00

pembiayaan netto Rp 28.701.504.535,76

sisa lebih pembiayaan

anggaran (Silpa) Rp 67.316.909.942,05
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 September 2019

WALI KOTA MEDAN,
ttd
DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

-

BAMBANG. SH
Pembina
NIP. 19620515 199011 1 001




